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PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS

Menimbang:

a.

SATUAN INTELIJEN KEAMANAN

KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA,

bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya
ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat, Kepolisian Resor Kota Surakarta, dalam
rangka terselenggaranya tugas dan fungsi Satuan
Intelijen Keamanan Kepolisian Resor dan Kepolisian
Sektor sebagai ujung tombak operasional di
kewilayahan,;

bahwa untuk melaksakan ketentuan Pasal 13, Pasal
14 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf i, huruf k dan huruf
]l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat guna
terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota
Surakarta tentang Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Tugas Satuan Intelijen Keamanan

Kepolisian Resor Kota Surakarta;



Mengingat:

Menetapkan :

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja pada Kepolisian Resor dan Kepolisian

Sektor;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS SATUAN INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta

ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah
pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi
yang berada di bawah Kapolri.

3. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah
pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada
Kapolri.

4. Kepolisian Resor Kota Surakarta yang selanjutnya

disebut Polresta Surakarta adalah pelaksana tugas dan



10.

11.

wewenang Polri di wilayah Kota Surakarta yang berada di
bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Kepala Polresta Surakarta yang selanjutnya disebut
Kapolresta Surakarta adalah pimpinan Polri di wilayah
Kota Surakarta dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Personel Kepolisian Resor Kota Surakarta adalah
Pegawai Negeri Pada Polri di Kepolisian Resor Kota
Surakarta.

Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disingkat
Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan
dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai
salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka
mewujudkan keamanan dalam negeri.

Bahan keterangan adalah tanda-tanda, gejala-gejala,
fakta, masalah, peristiwa, sebagai hasil usaha
mempelajari, = mengetahui, @ menghayati dengan
menggunakan panca indera tentang suatu situasi dan
kondisi.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya
disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang
dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon
warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari
yang bersangkutan atau suatu keperluan karena
adanya ketentuan yang mempersyaratkan,
berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan
Kepolisian yang ada tentang orang tersebut.

Unit Pengawasan Orang Asing (POA) merupakan unsur
pelaksana yang bertugas menyelenggarakan kegiatan

operasional Intelijen Keamanan guna terlaksananya
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13.

14.
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deteksi dini (early detection), peringatan dini (early
warning) dan deteksi aksi terutama dalam bidang
Pengawasan Orang Asing beserta aset-asetnya.

Unit pengawasan senjata api dan bahan peledak
(Wasendak) merupakan unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan kegiatan operasional Intelijen
Keamanan guna terlaksananya deteksi dini (early
detection), peringatan dini (early warning) dan deteksi
aksi terutama dalam bidang pengawasan senjata api
dan bahan peledak, baik dari kepemilikan hingga
penggunaan senjata api dan bahan peledak.
Persandian adalah kegiatan pengamanan berita
rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu
pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan
konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.

Izin kegiatan masyarakat adalah dokumen yang
diterbitkan untuk kegiatan yang dilakukan oleh
masyarakat dalam bentuk keramaian dan berpotensi
untuk menimbulkan gangguan keamanan, sehingga
dokumen tersebut dimaksudkan untuk menjaga
suasana yang kondusif bagi semua pihak dengan
mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin
timbul, kesiapan kuantitas personel, sarana dan
prasarana Polri untuk antisipasinya.

Pembentukan jaringan pada dasarnya meliputi seluruh
strata sosial baik masyarakat golongan atas, masyarakat
golongan menengah dan masyarakat golongan bawah
mulai dari tingkat lingkungan RT/RW, desa, kelurahan,
kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai dengan
tingkat pusat baik kelompok bangsa, politik, profesi, serta
instansi  yang meliputi lembaga/jabatan /kantor
pemerintahan.

Pembinaan jaringan adalah merupakan sub sistem dari
penyelidikan yang berperan untuk mengumpulkan bahan
keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran

tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat



Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat
Mabes Polri sebagai perumus.

17. Standar Operasional Prosedur yang  selanjutnya
disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang
dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

18. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol
tertentu yang menggambarkan urutan proses secara
mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi)

dengan proses lainnya dalam suatu program.

Pasal 2
Tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur
Pelaksanaan Tugas Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian
Resor Kota Surakarta ini agar sistem kerja di lingkungan
Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kota
Surakarta memiliki standar kerja yang terukur dan
terdokumentasi secara baik, sehingga memudahkan dalam
pengendalian dan menjamin proses yang dilaksanakan

sesuai dengan SOP yang telah disahkan.

BAB II
JENIS DAN MUATAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 3
(1) Jenis SOP dalam Peraturan Kepala Kepolisian Resor
Kota Surakarta ini meliputi:
a. penyelidikan;
b. penanganan kegiatan masyarakat yang berpotensi
menimbulkan gangguan kamtibmas;
c. pengawasan orang asing dan penerbitan surat

keterangan orang asing;



d. pengawasan penggunaan senjata api dan bahan
peledak dan penerbitan rekomendasi izin senjata
api non organik;

e. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK);

f. pelayanan penerbitan SKCK perpanjangan drive
thru;

g. pelayanan penerbitan SKCK dan perpanjangan
online;

h. pelayanan penerbitan SKCK online SIOLOS;

i.  persandian;

j-  pembentukan jaringan;

k. pembinaan jaringan; dan

l.  pelayanan penerbitan perizinan (STTP);

(2) Peraturan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilengkapi dengan aturan teknis dalam
bentuk SOP sebagaimana lampiran berupa alur

kegiatan dalam bentuk flowchart.

Bagian Kedua

Materi Muatan

Pasal 4
Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Kapolresta
Surakarta ini berisi SOP yang bersifat administrasi yang
berbentuk alur kegiatan pelaksanaan tugas bidang Satuan
Intelijen Keamanan/mekanisme hubungan tata kerja di
lingkungan Kepolisian Resor Kota Surakarta dengan

menggunakan flowchart.



(1)

(2)

(1)

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyelidikan sesuai dengan tugas

pokok Satintelkam Polresta Surakarta melakukan:

a. telaah dan analisa terkait munculnya renaksi
baik yang melalui medsos ataupun yang sudah
secara resmi memberikan surat pemberitahuan;

b. deteksi aksi intelijen dengan sasaran profil, motif;

c. klasifikasi kegiatan sesuai tingkat kerawanan;
penggalangan khusus inteijen untuk antisipasi
kegiatan; dan

e. deteksi aksi meliputi karakteristik kegiatan dan
potensi kerawanan kamtibmas serta kemampuan
satuan dalam menghadapi kegiatan tersebut.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Surakarta

ini

Bagian Kedua
Penanganan Kegiatan Masyarakat yang Berpotensi

Menimbulkan Gangguan Kamtibmas

Pasal 6
Pelaksanaan tugas pelayanan terhadap masyarakat
Satuan Intelkam Polresta Surakarta  dalam
menanggapi kegiatan masyarakat meliputi:
a. menerima surat perizinan sekaligus
pemberitahuan kegiatan masyarakat dari pihak

penyelenggara kegiatan;



b. mensosialisasikan terkait larangan-larangan dan
atisipasi kerawanan yang sesuai dengan undang-
undang serta adat istiadat yang berlaku;

c. menerbitkan Surat Izin Kegiatan dan Surat Tanda
Terima yang ditandatangani oleh Kasatintelkam
Polresta Surakarta; dan

d. menginformasikan kepada instansi dan fungsi
Kepolisian yang terkait dengan  kegiatan
masyarakat tersebut;

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Surakarta
ini.

Bagian Ketiga
Pengawasan Orang Asing dan

Penerbitan Surat Keterangan Orang Asing

Pasal 7
(1) Unit pengawasan orang asing Satuan Intelkam Polresta

Surakarta melaksanakan:

a. mengumpulkan data dan mengolah data orang
asing yang keluar masuk wilayah Kota Surakarta;

b. mendaftarkan orang asing yang berada di wilayah
Kota Surakarta;

c. menerima laporan dari orang asing yang tinggal di
wilayah Kota Surakarta;

d. memantau, mengumpulkan dan mengolah bahan
keterangan serta informasi mengenai orang asing
yang berada di wilayah Kota Surakarta;

e. menyusun daftar nama-nama orang asing yang
tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah
Indonesia khususnya Kota Surakarta;

f. mengambil sampel sidik jari orang asing untuk
keperluan Surat Keterangan Orang Asing; dan

g. menerbitkan Surat Keterangan Orang Asing yang

ditandatangani Kasatintelkam Polresta Surakarta.



(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Surakarta

ini.

Bagian Keempat
Pengawasan Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak

dan Penerbitan Rekomendasi Izin Senjata Api Non Organik

Pasal 8
(1) Tugas pokok Unit Wasendak Satuan Intelkam Polresta
Surakarta sebagai berikut:

a. mengumpulkan data pemilik senjata api non-
organik dan gudang bahan peledak komersial yang
ada di wilayah Polresta Surakarta;

b. mengolah data pemilik senjata api non organik dan
gudang bahan peledak komersial yang ada di
wilayah Polresta Surakarta;

c. mengawasi dan memantau penggunaan senjata api
non organik serta penggunaan bahan peledak
komersial yang ada di wilayah Polresta Surakarta

d. mengumpulkan senjata api non organik yang tidak
digunakan di gudang milik Unit Wasendak Satuan
Intelkam Polresta Surakarta;

e. mengatur dan mendata senjata api non organik
yang keluar atau masuk gudang senjata Unit
Wasendak Satuan Intelkam Polresta Surakarta;
dan

f. menerbitkan surat permohonan  penerbitan
rekomendasi izin senjata api non organik dengan
tanda tangan Kapolresta Surakarta untuk
pengurusan ke Direktorat Intelkam Polda Jawa
Tengah.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
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tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Surakarta

ini.

Bagian kelima

Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

(1)

(2)

Pasal 9

Dalam pelaksanaan penerbitan SKCK sesuai dengan

tugas pokok wunit pelayanan Satintelkam Polresta

Surakarta melakukan:

a. memberikan pelayanan berupa penerbitan SKCK
sesuai dengan permintaan pemohon melalui
aplikasi SIOLOS (Sistem Informasi Online Polresta
Surakarta);

b. pembayaran penerbitan SKCK sesuai dengan
PNBP sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu
rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) yang Berlaku pada Polri;

c. pembayaran PNBP secara cashless (non tunai)
melalui mesin EDC (Electronic Data Capture) dari
BRI; dan

d. memastikan data yang akan diterbitkan sesuai
dengan KTP pemohon dan kebutuhannya

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan SOP sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Surakarta

ini.
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Bagian Keenam

Persandian

Pasal 10

(1) Dalam pelaksanaan tugas fungsi Unit Sandi Satuan

Intelkam Polresta Surakarta menerapkan prinsip-

prinsip:

a.

kerahasiaan, yaitu penyelenggaraan persandian
Polri dimaksudkan agar para pelaksana dan
pengguna persandian merasa berkewajiban untuk
menjaga kerahasiaan data dan informasi rahasia;
keamanan, yaitu penyelenggaraan persandian Polri
harus memperhatikan faktor keamanan agar data
dan informasi rahasia yang menyangkut fungsi
keamanan negara tidak jatuh kepada pihak yang
tidak berkepentingan;

kecepatan, yaitu dalam penyelenggaraan
persandian Polri dimaksud agar berita rahasia
sampai ke pengguna tidak kadaluwarsa;

ketepatan, yaitu pengiriman berita yang dikirimkan
harus sesuai dengan alamat yang dituju;
autentikasi, yaitu dalam penyelenggaraan
persandian Polri dimaksudkan agar informasi/
berita tersebut sesuai dengan aslinya, tidak ada
modifikasi dari pihak lain;

kepercayaan, yaitu dalam = penyelenggaraan
persandian Polri dimaksudkan agar pengguna
mempunyai kepercayaan terhadap persandian
dalam pengamanan berita rahasia; dan

akuntabel, yaitu dalam penyelenggaraan
persandian Polri dimaksudkan agar pelaksanaan

tugasnya dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tugas pokok Unit Sandi Satuan Intelkam Polresta

Surakarta sebagai berikut:

a.

menerima informasi berupa kawat sandi melalui

Faksimile atau email;



(1)

12 -

mengirim informasi berupa kawat sandi melalui
Faksimile;

mengartikan kawat sandi menggunakan proses
enkripsi; dan

menyajikan informasi yang telah di enkripsi

terhadap pimpinan.

Bagian Ketujuh

Pembentukan Jaringan

Pasal 11

Tugas pokok Satuan Intelkam Polresta Surakarta

dalam melaksanakan pembentukan jaringan ada

beberapa tahap, meliputi:

a.

tahap persiapan, melaksanakan pemetaan tokoh
dan potensi konflik yang terjadi di masyarakat
Kota Surakarta serta mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi;

tahap  pengawalan, melakukan  pembuatan
administrasi pendukung, melakukan pengamatan
dan penggambaran, serta menganalisis serta
menentukan sasaran,;

tahap pemilihan calon jaringan, melakukan
penelitian secara umum  terhadap  akses,
Intelektualitas, kualitas karakter, latar belakang
dan motif-motif calon jaringan;

tahap pendataan biodata jaringan, melakukan
pendataan terhadap calon jaringan sesuai dengan
identitas yang diperlukan;

tahap investigasi, melakukan pengusutan dan
penyelidikan pendalaman terhadap hasil pencarian
dari beberapa sumber;

tahap penilaian, melakukan penilaian terhadap
semua data yang ada untuk menentukan apakah
calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak,

apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan
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persyaratan serta motif-motif seperti yang
ditunjukan pada saat pemilihan;

tahap perekrutan, merupakan proses puncak
dalam pembentukan jaringan, yang dilaksanakan
dengan memperhitungkan resiko yang mungkin
dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa
dan penilaian pada tahap sebelumnya;

tahap pelatihan, pelatihan agen meliputi teknik
mencari dan mendapatkan bahan keterangan,
taktik-taktik yang harus digunakan, sistem
komunikasi, sistem pengamanan baket, resiko-
resiko yang dihadapi dan cara-cara menghindari
resiko dan  alternatif dalam  menghadapi
permasalahan;

tahap uji coba, kegiatan uji coba calon jaringan
untuk mengetahui kemampuan calon jaringan dan
menyusupkannya (penetrasi) ke sasaran, uji coba
dilakukan beberapa kali untuk menentukan calon
jaringan dapat melanjutkan kerjasama atau tidak;

tahap tindakan, penggunaan jaringan untuk
mendapatkan bahan keterangan yang dibutuhkan
sebagai pembuatan produk dan kemudian
diserahkan kepada pimpinan. Kegiatan ini tidak
terlepas dari pengawasan dan pengendalian
anggota Intelijen yakni principal agent;

tahap pengakhiran (pemutus jaringan), apabila
membelot kepada pihak lain serta tidak setia,
jaringan bermuka dua dan apabila jaringan
menarik diri; dan

tahap pelaporan, membuat laporan tentang hasil
pelaksanaan pembentukan jaringan beserta hasil

dari pembentukan jaringan.



(1)

- 14 -

Bagian Kedelapan

Pembinaan Jaringan

Pasal 12

Tugas pokok Satuan Intelkam Polresta Surakarta

dalam melaksanakan pembinaan jaringan ada

beberapa tahap meliputi:

a.

tahap persiapan, melaksanakan pemetaan tokoh
dan potensi konflik yang terjadi di masyarakat
Kota Surakarta serta mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi;

tahap  pengawalan, melakukan  pembuatan
administrasi pendukung, melakukan pengamatan
dan penggambaran, serta menganalisis serta
menentukan sasaran;

tahap pembinaan terhadap jaringan, memberikan
petunjuk (teknik dan taktik) kepada jaringan,
mengajarkan dalam membuat laporan serta
mengadakan pertemuan yang diprogramkan secara
insidental;

tahap pengawasan terhadap jaringan, mengawasi
jaringan dengan cara mengawasi langsung, melalui
sumber lain, membandingkan dengan sumber lain,
melalui debriefing, pemeriksaan sekuritas dan
penjejakan fisik;

tahap kerahasiaan jaringan, identitas jaringan
hanya dipegang oleh agen serta kerahasiaan
jaringan dijamin oleh agen;

tahap pengakhiran (pemutus jaringan), apabila
membelot kepada pihak lain serta tidak setia,
jaringan bermuka dua dan apabila jaringan
menarik diri; dan

tahap pelaporan, membuat laporan tentang hasil
pelaksanaan pembentukan jaringan beserta hasil

dari pembentukan jaringan.
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Bagian Kesembilan

Pelayanan Penerbitan Perizinan (STTP)

Pasal 13

Dalam pelayanan penerbitan perizinan, Satuan Intelkam

Polresta Surakarta melakukan:

a.

menerima permohonan/pemberitahuan kegiatan
masyarakat;

pencatatan, meliputi data awal kegiatan;

penelitian persyaratan meliputi:

1. surat permohonan/pemberitahuan kegiatan;
proposal kegiatan;

surat izin tempat;

surat rekomendasi instansi/organisasi terkait; dan

S S

surat pernyataan kesanggupan menjaga
kondusifitas dan menata massa yang ada secara
tertulis dari panitia.

koordinasi eksternal dengan instansi terkait;

koordinasi internal (perkiraan keadaan intelijen
singkat); dan

menyerahkan surat perizinan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta ini

mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal Maret 2025

KAPOLRESTA SURAKARTA
POLDA JATENG,

CATUR C. WIBOWO

Disahkan di Semarang

pada tanggal Maret 2025

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
JAWA TENGAH,

RIBUT HARI WIBOWO

REGISTRASI SETUM POLDA JATENG TAHUN 2025 NOMOR

Paraf/Konseptor :

1. Wakapolresta Surakarta : .....
2. Kabidkum Polda Jateng : .....
3. Kasetum Polda Jateng : .....

4. Wakapolda Jateng D
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

KEPOLISIAN

Nomor SOP /SOP/111/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan Maret 2025

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : Maret 2025

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Disahkan Oleh
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

Nama SOP : Penyelidikan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan;

. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana;

. Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor:
Juklap/02/1/1995 tentang Perizinan dan
Kegiatan Masyarakat.

1. Memiliki Skep penyidik;
2. Memiliki latar belakang pendidikan sarjana.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Olah TKP;
2. SOP Pemeriksaan;
3. SOP Barang Bukti.

1. Komputer/printer/ATK;

2. Buku perundang-undangan;
3. Perkap/pilun,;

4. Jaringan internet.

Peringatan

Pencataan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan
timbul Praperadilan sehingga menghambat
proses penyidikan.

Dicatat dan didata secara elektronik melalui data base
dan manual
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NO

URAIJAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Bamin

Kasat

KBO Intelkam

Unit
Opsnal

Kelengkapan

Waktu

Output

Telaah dan analisa terkait
munculnya ren aksi baik itu yang
melalui medsos atupun yang sudah
secara remi memberikan surat
pemberitahuan

Komputer

1 jam

Telaah

Kegiatan deteksi aksi intelijen
dengan sasaran .

- Profil

- Motif

v

\4

- Pilun
- Alsus
- Surveylance

24 jam atau
menyesuaikan
batas waktu yang
ditentukan

Lapgas

Hasil telaah:
Kegiatan
kerawanan
parameter sbb:

- Jumlah massa <100 orang

- Tdk ada unsur politis

- Tidak ada unsur Sara

- Tidak terkait dengan pok radikal.

memiliki
sedang

tingkat
dengan

v

Q10

Komputer

2 jam

Telaah

Hasil telaah:
Kegiatan
kerawanan
parameter sbb:
- Jumlah massa <100 orang
- Jumlah massa = 100 orang
- Ada unsur politis
- Ada unsur sara
- Ada kelompok radikal
- Profiling pelaksana baik itu tokoh
dan
- Potensi massa
- Ekses dari giat terhadap aspek
politik, ekonomi, budaya dan
keamanan

memiliki
sedang

tingkat
dengan

5

Komputer

2 jam

Telaah
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5. Penggalangan khusus intelijen - Pilun 24 jam atau Lapgas
untuk antisipasi kegiatan tsb. - Alsus menyesuaikan
- Kanalisasi - Surveylance batas waktu yang
- Kontra opini ditentukan
- Gal per
- Gal pok
~
PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
Bamin KBO Kasat Unit opsnal Kelengkapan Waktu Output
intelkam
6. Hasil giat deteksi aksi meliputi - Komputer 2 jam - Kirkat intelijen
karakteristik kegiatan dan potensi - Smartphone - Kir kontijensi
kerawanan kamtibmas serta - TI
kemampuan satuan dalam
menghadapi kegiatan tersebut,
sebagai bahan pimpinan untuk
ambil langkah strategis

Ditetapkan di Surakarta

Pali?(f.nseptor/ Kasatintelkam :......... pada tanggal Maret 2025
Wakapolresta Surakarta :......... KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
Kabidkum e
Kasetum Teeereens

» W b=

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

KEPOLISIAN

KEGIATAN MASYARAKAT YANG

BERPOTENSI MENIMBULKAN GANGGUAN KAMTIBMAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Nomor SOP /SOP/I1I/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan Maret 2025

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif Maret 2025

Disahkan Oleh
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

Nama SOP Penanganan Kegiatan
yang Berpotensi

Gangguan Kamtibmas

Masyarakat
Menimbulkan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum,
Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan
Pemberitahuan Kegiatan Politik;

3. Peraturan Kepala Badan Intelkam Nomor
3 Tahun 2013 tentang Penggalangan
Intelijen;

1. PA intel (kejuruan dasar intel, perwira intel,
perwira lanjutan)
2. BA intel (kejuruan dasar intel, kejuruan lanjutan).

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Penanganan Aksi Massa

Komputer/printer/ATK;
Buku perundang-undangan,;
Peraturan Kepolisian/pilun;
Jaringan internet;

Peralatan surveylance.

A0

Pencataan dan pendataan

Peringatan

- Intelijen mengemban fungsi preemtif bukan
gakkum.

- Produk intelijen bersifat memberikan

gambaran akan potensi kerawanan dan cb
yang akan dilakukan.

Pencatatan sesuai regsiter di Satintelkam
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NO

URAIAN KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Bamin

KBO

Kasat
intelkam

Unit
opsnal

Kelengkapan

Waktu

Output

Telah dan analisa terkait munculnya reaksi
baik itu yang melalui medsos atupun yang
sudah secara resmi memberikan surat
pemberitahuan

\4

Komputer

1 jam

Telaah

Kegiatan deteksi aksi intelijen dengan
sasaran
- Profil
-  Motif

- Pilun
- Alsus
- Surveylance

24 jam atau
menyesuaikan
batas waktu
yang ditentukan

Lapgas

Hasil telaah:

Kegiatan memiliki tingkat kerawanan
sedang dengan parameter sebagai berikut:
- Jumlah massa <100 orang

- Tidak ada unsur politis

- Tidak ada unsur sara

- Tidak terkait dengan kelompok radikal.

Komputer

2 jam

Telaah

Hasil telaah:

Kegiatan memiliki tingkat kerawanan

sedang dengan parameter sebagai berikut:

- Jumlah massa <100 orang

- Jumlah massa = 100 orang

- Ada unsur politis

- Ada unsur sara

- Ada kelompok radikal

- Profiling pelaksana baikitu tokoh dan

- Potensi massa.

- Ekses dari giat terhadap aspek politik,
ekonomi, budaya dan keamanan.

><>_
<>
<>

Komputer

2 jam

Telaah

Penggalangan khusus intelijen untuk
antisipasi kegiatan tersebut.

- Kanalisasi

- Kontra opini

- Gal per

- Gal pok

- Pilun
- Alsus
- Surveylance

24 jam atau
menyesuaikan
batas waktu
yang ditentukan

Lapgas
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PELAKSANAAN MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
. Kasat .
Bamin KBO intelkam Unit opsnal Kelengkapan Waktu Output
- Komputer 2 jam - Kirkat
6. | Hasil giat deteksi aksi meliputi karakteristik - Smartphone intelijen
kegiatan dan potensi kerawanan kamtibmas - Ti - Kir
serta kemampuan satuan dalam kontijensi
menghadapi kegiatan tersebut, sebagai
bahan pimpinan wuntuk ambil langkah
strategis
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal, Maret 2025

Paraf:
Konseptor/Kasatintelkam :.........

Wakapolresta Surakarta :.........

Kabidkum

> e b=

Kasetum

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN III

PERATURAN

KEPALA

RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA

TUGAS

SURAKARTA

FLOWCHART SOP PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENERBITAN SURAT

KETERANGAN ORANG ASING

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Nomor SOP /SOP/II1/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif Maret 2025

Disahkan oleh
KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80011107

Nama SOP : Pengawasan Orang Asing dan
Penerbitan Surat Keterangan

Orang Asing

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolisian Negara  Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian.

1. Memahami prosedur pengawasan terhadap
orang asing;

2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan
surat keterangan orang asing.

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyelidikan.

1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK.

Peringatan

Pencataan Dan Pendataan

- Produk intelijen bersifat rahasia dan terbatas
- Intelijen mengemban fungsi preemtif bukan
gakkum.

1. Pencatatan sesuai register di Satintelkam;
2. Dicatat dan didata di Komputer.

KEPOLISIAN

SATUAN
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Petugas Kasat
Pelaksana asa Kapolres Kelengkapan Waktu Output
Intelkam
Baur OA
1. Pemohon mengajukan a. Surat permohonan Berkas persyaratan lengkap
permohonan surat keterangan < > Rekomendasi kepada
orang asing Kapolresta Surakarta.
2. Disposisi persetujuan b. Foto copy dokumen _
Kapolresta Surakarta keimigrasian (paspor dan visa) S menit
- . — c. Foto copy Kartu identitas
3. Koreksi dan disposisi proses S
penerbitan (KTP/SIM sponsor/penjamin)
4. WNA Pemohon mengisi kartu Kartu TIK OA & Sidik Jari Kartui TIK selesai diisi
TIK OA dan melakukan sidik \J .. | selanjutnya WNA diarahkan
- . 15 menit C e
jari dan selanjutnya petugas untuk melakukan sidik jari
membuat surat keterangan OA
) Setelah surat keterangan OA X Berkas permohonan dan Penerbitan Surat Keterangan
selesai dibuat diajukan tanda <> kelengkapan persyaratan 15 menit | POA yang di tanda tangani
tangan ke Kasatintelkam Kasat Intelkam
6 Surat Keterangan OA yang Surat Keterangan OA sudah Surat Keterangan OA selesai
telah ditandatangani Kasat < ditandatangani Kasat Intelkam 5 menit untuk kemudian diserahkan
Intelkam diterima oleh dibubuhi cap basah. kepada pemohon
petugas pelayanan Baur OA
Ditetapkan di Surakarta
Paraf: pada tanggal Maret 2025
1. Konseptor/Kasatintelkam :.........
2. Wakapolresta Surakarta :......... KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
3. Kabidkum .l
4. Kasetum

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

KEPOLISIAN

FLOWCHART SOP PENGAWASAN PENGGUNAAN SENJATA API DAN BAHAN

PELEDAK DAN PENERBITAN
ORGANIK

REKOMENDASI IZIN SENJATA API NON

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Nomor SOP /SOP/III/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan Maret 2025

Tanggal Revisi D -

Tanggal Efektif Maret 2025

Disahkan Oleh

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80011107

Nama SOP :pengawasan penggunaan senjata api
dan bahan peledak dan penerbitan
rekomendasi izin senjata api non

organik

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

1. Memahami prosedur penerbitan rekomendasi

tentang Kepolisian Negara Republik izin senjata api non organik Polri/TNI;
Indonesia; 2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik rekomendasi izin senjata api non organik Polri/
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang TNI.
Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian
Senjata Api Standar Polri, Senjata Api Non
Organik  Polri/TNI, dan  Peralatan
Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Penyelidikan

1. Komputer;
2. Printer;
3. ATK.

Peringatan

Pencatatan Dan Pendataan

Proses penerbitan rekomendasi 1 (satu) hari
kerja  terhadap pemohon yang telah
melengkapi persyaratan yang diperlukan.

Dicatat dan didata di komputer
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Petugas Kasat
Pelaksana Kapolres Kelengkapan Waktu Output
Intelkam
WSDK
Pemohon mengajukan permohonan a. Surat permohonan
penerbitan rekomendasi izin senjata ‘ > Rekomendasi kepada

1. | api non organik kepada Kapolresta Kapolresta Surakarta. 5 menit
Surakarta diterima petugas b. Fotokopy surat izin
pelaksana Wasendak v impor/pembelian/hibah

k 1
Petugas pelaksana wasendak <> }éiﬁ?ageg?a an asa
2. qunglajukaré plirmohonan kepada c. Identitas Senjata Api Non 5 menit Berkas persyaratan
apolresta Surakarta organik Polri/TNI atau lengkap
Setelah permohonan didisposisi dan B Ben_da yang menyerupai .

3. | disetujui Kapolresta Surakarta turun < Senjata Api. 5 menit | Surat rekom diketik oleh

ke Kasat d. Pas Foto berwarna dasar petugas Wasendak
merah ukuran 2 x 3 dan
4x6 ing- ing 4

Setelah surat permohonan ( er)fl P ar:)l&{:;gﬁ arrnasmg

didisposisi Kapolresta Surakarta dan v e. Persyaratan seéuai

4. | Kasat Intelkam, petugas Wasendak ' ketentuan sebagaimana S menit
membuat dan mencetak surat dimaksud dalam Pasal 8
rekomendasi atau Pasal 9

" . .
Setelah surat rekomendasi diketik Berkas permohonan dan Pgnerb1tan rekpmendam
: ditandatangani oleh
dan dicetak petugas Wasendak > kelengkapan persyaratan .

S. L . : 10 menit | Kapolresta Surakarta,
diajukan  kepada  Kasatintelkam serta paraf dari Kasat leh Si
untuk koreksi dan paraf A Intelkam penomoran o.¢ Stum

dan dibubuhi cap basah.
Berkas permohonan
Setelah surat rekomendasi diparaf O %ﬁJﬁﬁizt;agsgigfgn
6. | Kasat selanjutnya diajukan tanda | P 20 menit

tangan ke Kapolresta Surakarta
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Petugas Kasat
Pelaksana Intelkam Kapolres Kelengkapan Waktu Output
WSDK
Berkas penerbitan
Surat rekomendasi yang telah B.e rkas permohonan sudah 10 Menit | rekomendasi selesai
7. . . ditandatangani Kapolresta .
ditandatangani Kapolresta Surakarta untuk kemudian
. Surakarta, penomoran oleh .
diterima oleh petugas pelayanan . - . diserahkan kepada
Sium dan dibubuhi cap
Wasendak pemohon dan
basah . .
selanjutnya diarahkan
untuk mengurus ke
Polda Jateng up.
Dirintelkam
Paraf: Ditetapkan di Surakarta
1. Konseptor/Kasatintelkam :......... Pada tanggal, Maret 2025
2. Wakapolresta Surakarta :.........
P KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
3. Kabidkum T
4. Kasetum Teeeeens

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA  KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

FLOWCHART SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN
KEPOLISIAN

Nomor SOP : /SOP/1II/2025/Resta Ska

Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Maret 2025

Disahkan Oleh
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
RESOR KOTA SURAKARTA

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H..
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

Nama SOP : Penerbitan SKCK

Dasar hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 | 1. Memahami prosedur dan dasar hukum penerbitan

tentang Kepolisian Negara Republik surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)

Indonesia; 2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan surat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 keterangan catatan kepolisian (SKCK)

tentang Pelayanan Publik; 3. Memiliki kualifikasi yang baik di bidang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 operasionalisasi komputer maupun administrator

tentang Jenis dan Tarif atas Jenis internet

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Polri;

4. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerbitan  Surat Keterangan Catatan

Kepolisian.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
. 1 1. Komputer/printer /ATK;
SOP P lidik:
cnyetidtan 2. Buku perundang-undangan;
3. Peraturan Kepolisian /Pilun.
Peringatan Pencataan dan Pendataan
Apabila persyaratan belum dapat terpenuhi SOP pelayanan penerbitan SKCK diajukan ke Sium

maka belum dapat diproses untuk diberi nomor dan dicatat
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Bamin Bamin Kasat
Pendaftaran Identifikasi Operator Intelkam Kelengkapan Waktu Output
Menerima pengajuan .
1. | permohonan SKCK dari ‘ ; gz;rr}rlﬁl{lr pertanyaan 10 menit | Formulir terisi lengkap
pemohon
A\ 4
2. Pengambilan sidik jari Formulir sidik jari 10 menit | Rumus sidik jari
pemohon
v Persyaratan lengkap - Pencetakan SKCK
3 Pemrosesan pengetikan (fotokopi KTP, KK, Akta 5 menit lembar putih/arsip
) SKCK Lahir dan pas foto) - Pencetakan SKCK
PNBP lembar kuning/asli
- SKCK lembar arsip . - Arsip SKCK
4. | Penandatanganan SKCK <> - SKCK lembar asli 5 menit | SKCK terstempel
5. | Penyerahan SKCK C) 3 SKCK S menit SKCK diterima
pemohon
Paraf: Ditetapkan di Surakarta
1. Konseptor/Kasatintelkam :......... pada tanggal Maret 2025
2. Wakapolresta Surakarta :.........
. KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
3. Kabidkum .l
4. Kasetum

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA  KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

FLOWCHART SOP PENERBITAN SKCK PERPANJANGAN DRIVE THRU

Nomor SOP : /SOP/II1/2025/Resta Ska
y *NL@ Tanggal Pembuatan: Maret 2025
, ;/j %} % Tanggal Revisi -
Ny o4 Tanggal Efektif : Maret 2025

Disahkan Oleh
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
RESOR KOTA SURAKARTA

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80011107

Nama SOP : Pelayanan Penerbitan SKCK
Perpanjangan Drive Thru

Dasar hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 | 1. memahami prosedur penerbitan Surat
tentang  Kepolisian = Negara  Republik Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
Indonesia; 2. memahami tata cara pelayanan penerbitan Surat
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
tentang Pelayanan Publik; 3. memahami prosedur penerbitan SKCK drive thru;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun |4. memiliki kualifikasi yang baik di bidang
2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis operasionalisasi komputer maupun
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang administrator internet.

Berlaku pada Polri;

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Catatam
Kepolisian;

5. Surat Perintah Kapolresta Surakarta Nomor:
SPRIN/58/1I/HUK.6.6/2020  tanggal 15
Januari 2020 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK Polresta Surakarta.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

Pelayanan Perpanjangan SKCK Drive Thru 1. Komputer / Printer / ATK
2. Buku Perundang-Undangan, pilun;
3. Jaringan Internet.

Peringatan Pencataan Dan Pendataan

1. Proses penerbitan SKCK 1 (satu) hari kerja | Laporan pelaksanaan perpanjangan SKCK Drive
terhadap pemohon perpanjangan SKCK | Thru
online yg telah melengkapi persyaratan

2. Apabila persyaratan belum dapat terpenuhi
maka belum dapat diproses
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Petugas
Registrasi Petugas Input Data Kelengkapan Waktu Output
a. SKCK Lama
Menerima dan memeriksa b. FOtOkOP% KTPp

c. Fotokopi KK . Berkas persyaratan

1. | kecocokan berkas kelengkapan Kobi Ak hi S menit lenok
emohon perpanjangan SKCK d. Fotokopi Akta Lahir engsap
P e. Pas foto warna merah ukuran
4x6 sebanyak 4 lembar.

2. | Pembayaran PNBP SKCK a. Baycode' pembayaran virtual. 2 menit | Bukti pembayaran

b. Kuitansi pembayaran.
3. g;g% %i;;;i?g;gii pemohon Komputer, Printer, ATK 5 menit | Data terinput

v . .
4 Cetak SKCK selanjutnya a. Komputer, Printer, ATK 9 menit tsalil?; f;r?a;ld(;ZEbuhl
" | diserahkan kepada pemohon b. Blangko SKCK g
stempel
\
5. | Penyerahan SKCK C) SKCK jadi 1 menit | SKCK diterima
pemohon
Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal Maret 2025
Paraf:
1. Konseptor/Kasatintelkam :......... KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,

2. Wakapolresta Surakarta :.........
3. Kabidkum eeeens
4

Kasetum e

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA
RESOR KOTA SURAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

KEPOLISIAN

SURAT KETERANGAN CATATAN

KEPOLISIAN (SKCK) DAN PERPANJANGAN ONLINE

*

L
.8

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Nomor SOP /SOP/II1/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi Do-

Tanggal Efektif Maret 2025

Disahkan Oleh

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80011107

Nama SOP :Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) Perpanjangan Online

Dasar hukum

Kualifikasi Pelaksana

1.

2 Tahun 2002
Negara  Republik

Undang-Undang Nomor
tentang  Kepolisian
Indonesia;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada Polri;

Peraturan Kepolisian Negara Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Catatam
Kepolisian;

Surat Perintah Kapolresta Surakarta Nomor:
SPRIN/58/1/HUK.6.6/2020 tanggal 15
Januari 2020 tentang Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK Polresta Surakarta.

1. Memahami prosedur penerbitan Surat Keterangan
Catatan Kepolisian (SKCK)

2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

3. Memahami Prosedur Penerbitan SKCK Drive Thru

4. Memiliki kualifikasi yang baik di bidang
operasionalisasi komputer maupun administrator
internet

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

SOP Penerbitan SKCK.

1. Komputer/Printer/ATK;
2. Buku Perundang-undangan, pilun;
3. Jaringan Internet.

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

1.

2.

Proses Penerbitan SKCK 1 (Satu) Hari kerja
terhadap pemohon perpanjangan SKCK
Online yang telah melengkapi persyaratan.
Apabila persyaratan belum dapat terpenuhi
maka belum dapat diproses.

Dicatat dan didata secara elektronik melalui data
base dan manual
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN Petugas Kasat
Pelaksana n teliam Kelengkapan Waktu Output
SKCK

Megerlma _pengajuan perpanjangan SKCK a. Kode registrasi 3 menit | Berkas persyaratan

Online dari pemohon dengan menunjukkan b. SKCK lama lenoka:
1. | kode registrasi permohonan SKCK dari < , c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) gLap

website: www.polri.go.id lalu diinputkan ke d. Pas foto warna merah ukuran 4x6

aplikasi SKCK Online sebanyak 4 lembar

. Kod istrasi

Setelah diterima di loket, petugas akan i SECeKrfagI}sara51 3 menit i(:;{l?:ppersyaratan
2. melakukan pencatatan %d‘enutas pemohon, c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan dilakukan penelitian kesesuaian/ d. Pas photo warna merah ukuran 4x6

kecocokan dokumen persyaratan sebanyak 4 lembar

Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap Y . 3 menit Berkas persyaratan

P a. Nomor antrian lengkap
maka pemohonan SKCK pemohon akan <
. o ; b. Berkas Pemohon

3. | diproses, diberikan nomor antrian dan

pemohon SKCK dipersilahkan menunggu di

ruang tunggu

Bila tidak ditemukan hal-hal yang . SKCK sudah

3 menit . .

meragukan dan  pemohonan = sudah > . dibubuhi tanda
4. . . . Komputer, Printer, ATK

melengkapi persyaratan maka diterbitkan tangan serta cap

SKCK sesuai keperluan permohonan basah
5. | Penyerahan SKCK ‘ }: SKCK jadi 1 menit- SKCK diterima

pemohon
Paraf: Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal Maret 2025

1. Konseptor/Kasatintelkam :

2. Wakapolresta Surakarta
3. Kabidkum
4

Kasetum

KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,

CATUR C. WIBOWO



http://www.polri.go.id/
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN KEPALA  KEPOLISIAN
RESOR KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN
INTELKAM KEPOLISIAN RESOR KOTA
SURAKARTA

FLOWCHART SOP PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) ONLINE SIOLOS

Nomor SOP : /SOP/II1/2025/Resta Ska

Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi : -

Tanggal Efektif : Maret 2025

Disahkan Oleh

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 80011107

Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Surat
Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK) Online SIOLOS

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 | 1. Memahami prosedur penerbitan Surat Keterangan
tentang Kepolisian Negara Republik Catatan Kepolisian (SKCK);

Indonesia; 2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan Surat
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Memahami prosedur penerbitan Surat Keterangan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 Catatan Kepolisian (SKCK) Online SIOLOS;
tentang Jenis dan Tarif atas Jenis | 4. Memiliki kualifikasi yang baik di bidang

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang operasionalisasi komputer maupun administrator
Berlaku pada Polri; internet.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penerbitan SKCK.

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Penerbitan SKCK 1. Komputer/Printer/ATK;
2. Buku Perundang-Undangan, pilun,;

3. Jaringan Internet.

Peringatan Pencataan Dan Pendataan

1. Proses penerbitan SKCK 1 (Satu) hari kerja | Dicatat dan didata secara elektronik melalui data
terhadap pemohon perpanjangan SKCK | base dan manual
Online yang telah melengkapi persyaratan;
2. Apabila persyaratan belum dapat terpenuhi
maka belum dapat diproses
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN L
Duta Pelayanan Petu%a:riSldlk PetugDa;t;nput Pef;lect;ltiisan Kasatl Intelkam Kelengkapan Waktu Output
. a. Kode registrasi
i {;,egodé?{za;iﬁ;:f;aIUI b. SKCK lama 10 Menit | Nomor antrian
Surakarta: < , c. Fotocopi KK sidik jari
uraxarta. d. Fotocopi KTP
https:/ /polrestasurakarta. F ok
1 com / Aplikasi SIOLOS e. Fotocopi akta
) kelahiran/ijazah
- Pemohon diterima oleh terakhir
f. Pas foto background
duta pelayanan SKCK, cek h uk
ton warna merah ukuran
persyara 4x6 sebanyak 4 lembar
a. KTP asli R ik
2. |Proses pengambilan sidik jari , b. Pas foto ukuran 4x6 10 Menit | ,Smus sidl
] sebanyak 1 lembar jJar
a. KTP asli - Bukfi
- Petugas akan melakukan c. Pas foto ukuran 4x6 embavaran
pencatatan identitas sebanyak 1 lembar i Eomory
pemohon, dan dilakukan d. Kode registrasi antrian
penelitian kesesuaian/ e. Rumus sidik jari - Pencambilan
kecocokan dokumen f. Fotocopi KTP g
3. . SKCK
persyaratan g. Fotocopi KK
- Pembayaran  tunai/non h. Fotocopi akta kelahiran
tunai PNBP SKCK /ijazah terakhir
- Petugas melakukan entry a. Pas foto background
data pemohon SKCK warna merah ukuran
v 4x6 sebanyak 3 lembar
a. Komputer .
Petugas melakukan . b. Printer 7 Menit | SKCK tercetak
4. |pencetakan SKCK c. ATK
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN
Duta Petugas Petugas Petugas Kasat
Pelayanan | Sidik Jari | Input Data Pencetakan Intelkam Kelengkapan Walktu Output
Pengesahan SKCK yang telah tercetak 5 Menit | SKCK sudah
dibubuhi

tanda tangan
dan stempel

Penyerahan SKCK SKCK 3 Menit | SKCK diterima
C): pemohon

Paraf: Ditetapkan di Surakarta

1. Konseptor/Kasatintelkam :......... pada tanggal Maret 2025

2. Wakapolresta Surakarta :.........

. KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
3. Kabidkum

4. Kasetum

CATUR C. WIBOWO
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LAMPIRAN IX

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR
KOTA SURAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN TUGAS SATUAN INTELKAM
KEPOLISIAN RESOR KOTA SURAKARTA

FLOWCHART SOP PELAYANAN PENERBITAN PERIZINAN (STTP)

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA SURAKARTA

Nomor SOP /SOP/III/2025/Resta Ska
Tanggal Pembuatan : Maret 2025

Tanggal Revisi ;-

Tanggal Efektif Maret 2025

Disahkan Oleh
KAPOLRESTA SURAKARTAPOLDA JATENG

CATUR C. WIBOWO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80011107

Nama SOP : Pelayanan Penerbitan Perizinan

(STTP)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

2 Tahun 2002
Negara  Republik

1. Undang-Undang Nomor
tentang  Kepolisian
Indonesia;;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perizinan dan
Pengawasan Kegiatan Keramaian di Muka
Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya dan
Pemberitahuan Kegiatan Politik;

4. Petunjuk  Lapangan  Kapolri  Nomor:
Juklap/02/1/1995 tentang Perizinan dan
Kegiatan Masyarakat.

1. Memahami prosedur dan dasar hukum penerbitan
izin kegiatan masyarakat;
2. Memahami tata cara pelayanan penerbitan izin

masyarakat;

3. Memiliki kualifikasi yang baik di bidang
operasionalisasi komputer maupun administrator
internet.

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer/Printer/ATK;

SOP Penerbitan Izin Kegiatan Masyarakat

2. Buku Perundang-Undangan;
3. Peraturan Kepolisian/Pilun.

Peringatan

Pencataan dan Pendataan

Apabila persyaratan belum dapat terpenuhi
maka belum dapat diproses

SOP Pelayanan Penerbitan Perizinan/STTP diajukan
Ke Sium untuk diberi nomor dan dicatat
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- Proposal kegiatan

- Surat izin tempat

- Surat rekomendasi
instansi/organisasi
terkait

- Surat pernyataan
kesanggupan menjaga
kondusifitas dan
menata masa yang
ada secara tertulis
dari panitia

PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN . - -
Pemohon Barmn Bamlp Bamm Kasat Kelengkapan Waktu Output
Penerima Yanmin Yanmin Intelkam
1. Menerima permohonan/ Berkas permohonan 10 menit | Surat
pemberitahuan giat permohonan
masyarakat < ’— izin/
pemberitahuan
giat
v Data awal kegiatan 30 menit
2. Data awal giat
Pencatatan
Persyaratan: 3 jam
3. Penelitian A\ - Surat Persyaratan
permohonan /pemberi lengkap/tidak
tahuan giat lengkap
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PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN KEGIATAN . - :
Pemohon Bamin Bamin Bamin Kasat Kelengkapan Waktu Output
Penerima Yanmin Yanmin Intelkam gxap P
- Instansi terkait 1 hari - Rekomendasi
4. Koordinasi eksternal substansi kegiatan instansi
terkait
|
* 1 hari Produk kirkat
S. Koordinasi internal Kirkat giat giat
A
6. Penandatanganan SI/STTP v SI/STTP Asli dan Arsip | S menit SI/STTP
Q terstempel
7. Penyerahan SI/STTP SI/STTP 5 menit SI/STTP
diterima
< < pemohon
Paraf: Ditetapkan di Surakarta
1. Konseptor/Kasatintelkam :......... pada tanggal Maret 2025
2. Wakapolresta Surakarta :.........
. KAPOLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG,
3. Kabidkum
4. Kasetum .

CATUR C. WIBOWO




